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ABST RAK

Politisas lingkungan telah mengakibatkan terjadinya degradas lingkungan dan margindisas masyaraket
lokd. Tujuan penditian ini addah untuk menguraikan dan menjelaskan aktor dan relas kekuasaan yang terjadi
ddam pengelolaan mangrove. Hasl penditian menunjukkan bahwa kebijekan pemerintah kebupaten tidek
berjdan dengan baik dan efektif ketika pengusaha mampu mengkonvers mangrove menjadi tambak udang
intengif. LSM dan masyarakat ber upayamenggaang kekuatan untuk mencegah konvers terhadap mangroveyang
tersgsa namun belum cukup kuat menghadapi akses pengussha. Oleh karenaitu, perlu dikembangkan jgaring
yang lebih luas meldui kolaborasi agar dapat mendorong kebijakan pemerintah kabupaten yang lebih berpihak
pada pengelolaan mangrove secaralestari. Caralain dgpat ditempuh dengan menjdin relas dengan pengusaha
melaui akademis yang merupakan bagian dari jgaring tersebut sehinggadapat mendorong kesadaran pengusaha
tentang pentingnyafungs dan manfaat mangrove terhadep kelestarian lingkungan dan keberlanjutan budidaya
udang serta mata pencaharian masyarakat. Keberhasilan kdlembagaan lokd sangat membantu pemerintah
kabupaten ddam pembangunan masyarekat pedescan di wilayah pedsirnya Konservas mangrove dapat
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disinergikan dengan menciptakan peluang ddam peningkatan dternatif matapencaharian masyarakat dan pada

akhirnyaakan menurunkan tekanan terhadap mangrove.

Katakunci: Aktor, rdas kekuasaan, akses politik ekologi, mangrove.

|. PENDAHULUAN

Kgian mengena degradas lingkungan telah
memperoleh perhatian selama bebergpa dekade
terakhir. Degradas yang terjadi sangat terkait
dengan konflik pengelolaan sumber daya dam di
mana ruang lingkup dan besarnya semakin
meningka dan intensf (Escobar, 1998) sehingga
resolusnya menjadi sangat sulit (Gritten & 4.,
2009). Konflik tersebut dapat menjelaskan
kepentingan, kekuatan dan kerentanan berbeda
dari kelompok sosid berbeda yang didasari oleh
keprihatinan terhadep keadilan sosid ddam
pemanfaatannya(Turner, 2004).

Pemahaman tentang politisas lingkungen di
negara berkembang dapat ditemukan dalam
andigsrelas kekuasaan (Bryant, 1998) dan telah
menjadi fokus andisis dan metodologi dari politik
ekolog (Escobar, 2006). Perspektif tersebut
menjadi bidang kgian yang mempegari aspek-
aspek sosid politik pengelolaan  lingkungan
dengan asumsi pokok bahwa perubahan
lingkungan tidak bersfa teknis tetapi politis
melibatkan aktor-aktor yang memiliki ke-
pentingan, bak pada tingka lokal, regiona
maupun globa (Bryant & Bailey, 1997).

Konflik lingkungan yang digkibatkan oleh
relas kekuasaan tidak setara juga muncul daam
pengelolaan mangrove. Hd ini terlinat dari kom-
plekstas perencanaan dan pengdolaannya yang
sering tercermin ddam kebijakan pemerintah
(Wdterse a., 2008). Konvers mangrove menjadi
tambak udang merupakan isu penting karena
potens keuntungan yang besar (Armitage, 2002)
dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap
ekossem pessr dan masyaraka di sekitarnya
(Environmental Justice Foundation, 2003).
Sdama tahun 1990-an budidaya udang telah
mengekibatkan degradas mangrove di banyak
negaraberkembang (Cruz-Torres, 2000).

Pendlitian mengenal aktor dan relas kekuasa-
an dalam pengelolaan mangrove sangat penting
karena dapa memberikan penjdasan bagamana
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pemanfastan sumber daya yang tidak adil antar
aktor menimbulkan degradas sumber daya dan
margindisas masyarekat loka di mana hd ini
diakibatkan oleh relasi kekuasaan tidak setara di
antara aktor-aktor tersebut. Penelitian difokuskan
pada kgjian mengena proses-proses yang terjadi
ddam konvers mangrove menjadi tambak udang
intensf yang terjadi di kawasan lindung yang
beradadi luar kawasan hutan negara. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
relas kekuasaan antar aktor dadam pengelolaan
mangrove. Pengetahuan dan pemahaman tersebut
akan bermanfaat bagi berbaga pihak yang terkait
dadam membuat suatu rekomendas pengelolaan
mangroveyang adil, sgjahteradan berkelanjutan.

II. METODEPENELITIAN

A. KerangkaPemikiran

Penditian ini berusshauntuk menjelaskan fe-
nomena pengelolaan mangrove yang dikonvers
menjadi tambak udang intensif melalui perspektif
politik ekologi. Pendekatan yang digunakan adaah
pendekatan berorientas aktor dari Bryant &
Baley (1997) yang dapat mengeksploras secara
lebih menddam posis dan peran, kepentingan
serta tindakan dari berbaga aktor yang berbeda
Karena pendekatan tersebut belum secara jelas
dan rinci menerangkan bagaimana tindakan yang
dilakukan oleh aktor, maka pendekatan tersebut
sedlanjutnya dikombinaskan dengan teori akses
dari Ribot & Peluso (2003). Akses merupakan
kemampuan untuk memperolen manfaat dari
sesuatu, termasuk obyek materia, orang, kelem-
bagaan dan smbol. Kemampuan tersebut terkait
dengan kekuatan atau kekuasaan. Kekuasaan
melekat dan dilaksanakan meldui berbagai
mekanisme, proses dan rdas sosd di mana
penguasaan teknologi, modd, pasar, tenaga kerja
dan peluang tenaga kerja, pengetahuan,
kewenangan, identitas sosd dan relas sosd



(bunded pone) akan memengaruhi tingkat akses
ke sumber daya Semakin besar kekuasaan yang
dimiliki aktor, maka semakin besar aksesnya ke
sumber dayamangrove.

B. Waktu dan L okasi Penelitian

Pendlitian dilakukan dari bulan Jnuari sam-
pa dengan Juni 2013 di Kabupaten Pesavaran,
Provins Lampung (Gambar 1). Kabupaten
Pesavaran merupakan wilayah pemekaran dari
Kabupaten Lampung Sdatan pada tahun 2007.
Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak
pada koordinat 104,92°-105,34° BT dan 5,12°-
584° LS dengan luas wilayah sebesar 1.173,77
km® dan secara adminigtratif terbagi daam
sembilan kecamaan, dengan tiga kecamaan
terletak di wilayah pesidr, yaitu: Kecamaan
Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada dan
Kecamaan Marga Punduh (Badan Pusat Satistik
K abupaten Pesawaran, 2013).

105°00E
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C. Pengumpulan dan AnalisisData

Penditian ini merupakan pendlitian kualitatif
dan metode yang digunakan addah studi kasus
Pengumpulan data dilakukan dengan bebergpa
carg, yaitu: wavancara mendaam, pengamatan
terlibat dan andiss dokumen. Informan kunci
terdiri dari pengusaha tambak udang intensf
(14 orang), pengurus organisss Srinp Club
Indonesia, Provinsi Lampung (3 orang),
Pemerintah Kabupaten Pesawaran (15 orang),
LSV Mitra Bentda (3 orang), masyarakat (46
orang), kelembagaan loka/ Badan Pengelola
Daerah Perlindungan Mangrove (5 orang) dan
Tentara Nasona Indonesa Angkatan Laut (5
orang). Data yang terkumpul diandisis meng-
gunakan pendekatan berorientas aktor dari
Bryant & Balley (1997) untuk mengkgi poss
dan peran, kepentingan serta tindakan aktor
yang terlibat. Tindakan aktor diurakan lagi
secara lebih rinci menggunakan teori akses dari
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Sumber (Sour@: Febryano (2014).

Gambar 1. Lokas pendlitian.
Figrel Resrdh ste
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Ribot & Peluso (2003) yang mengekploras dan
mengkaji mekanisme dan bentuk relasi
kekuasaannya, yaitu: teknologi, modal, pasa,
tenaga kerja dan peluang tenaga Kkerja,
pengetahuan, kewenangan, identitas sosd dan
reles sosd.

1. HAS'L DAN PEMBAHASAN

A. Industrialisasi Tambak Udang

Pengusahaan tambak udang di K abupaten Pe-
savaran telah dimulai sekitar tahun 1980-an,
ketika wilayah tersebut masih bergabung dengan
Kabupaten Lampung Sdatan. Ssat itu usaha
tambak masih dilakukan secaratradisiond dengan
mengandadkan luas lahan (secara ekgtensf), di
manaluaskolam berkisar antara0,5-2 hadan jenis
yang dibudidayakan addah udang windu (Peneaus
monaom). Pengusahiaan tambak udang secarasemi
intensf dan intensf mulai dilakukan sekitar akhir
1990-an, sairing dengan menurunnya hasil panen
akiba merebaknya penyakit yang menyerang
udang. Petambak kemudian membudidayakan
jenis udang putih (Litopeneaus vamnames yang
dianggep lebih tahan terhadap penyakit, dengan
luas kolam berkisar antara 0,25-0,3 ha
Pembangunan tambak udang dilakukan
pengussha dengan mengkonvers lahan-lahan
mangrove, balk sebagian maupun secara
kesdluruhan.

Konvers mangrove menjadi tambak udang
intensf yang semakin meningkat dari tahun ke
tahun telah mengakibatkan perubahan
lingkungan yang bersifat masif di wilayah pesisr
K abupaten Pesawaran. D egradasi mangrovetelah
meningkatkan abrad, intrus ar laut ke daratan,
hilangnya perlindungan dami dari hempasan
angin dan gdombang laut, musnahnya habitat
berbagai jenisikan, biotalaut, berbagai jenissatwa
dan lan-lan (Badan Pengdlolaan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Lampung, 2011).
Degradasi mangrove juga mengakibatkan
masyarakat semakin termarginakan karena
semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnyadari
mangrove, seperti kayu bakar dan kayu ba
ngunan. Musnahnya tempat mencari makan,
memijah dan berkembang biak berbaga jenisikan,
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udang, kerang, dan biota laut lainnya sangat ber-
dampak pada masyarakat yang berprofes sebagai
nelayan. Hd ini diperparah oleh pencemaran per-
aran yang disebabkan oleh pembuangan limbah
sebagian besar tambak udangtanpamelaui proses
pengolahan terlebih dahulu. Akibatnyahasi| tang-
kapan nelayan semakin menurun sehingga
memaksa ndlayan untuk mencari ikan hingga ke
tengah laut.

Keberadaan tambak udang intensif

berdampak pula terhadap kerusakan lingkungan
di sekitarnya. Selain mencemari perairan, sebagian
tambak udang yang berdekatan dengan lahan
milik masyarakat berakibat terhadap rembesnya
ar laut di kolam ke lahan di sekitarnya sehingga
sawah tidak dapat ditanami dan ar sumur ikut
tercemar. Sgumlah sawah juga mengaami
kesulitan air akibat tertimbunnya sduran irigas
dan ada pula lahan pertanian yang terendam ar
aiba tertutupnya saduran pembuangan oleh
keberadaan tambak udang. Pembangunan tambak
tedlah menggerus habis kawasan perbukitan yang
berdekatan untuk menimbun lahan mangrove
Penggunaan dat-dat berat dan rusaknyadrainase
jalan akibat kegiatan tersebut telah membuat
faslitas jdan umum menjadi rusak parah. Ke-
beradaan tambak jugamembuat akses masyarakat
menuju ke laut menjadi lebih sulit. Konvers
mangrove secaramasif dan tercemarnya perairan
secara tidak langsung telah mengikis budaya ma-
gyarakat setempat yang mayoritas addah masya
rekat pesisr yang menggantungkan hidupnyadari
laut. I nforman mengungkapkan:
“Lingkungan peddr d tepat kam teus dekgdatas
pengusaha tanpa ada tanggung janeb sakitpun dari
meeka Mangoe hanar sama tambek. Ndayan auit
menc@i ikan. Saneh dekat tambek juga baryek yang
tidek bisa dtanam lag. Hanan russk deh dat-alat
baat. Tambek yang dkerbendkan d wilayeh kami
ticek marbaikanmenfaet beg wargaskitar”.

Kabupaten Pesawaran memiliki luas mang-
rove sebesar 838,653 ha(Sgputro é al., 2009). Luas
tersebut dari tehun ke tahun mengdami pe-
nurunan akibat dikonvers menjadi tambak udang
oleh pengusaha. Dalam kurun waktu 2007-2011
sgatelah terjadi peningkatan luas tambak udang
sebesar 32,23%, di manapadatahun 2011 sebagi-
an besar tambak udang aau 77,96% diusahakan
secara intengf (Tabe 1). Permasdahan tersebut
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Tabd 1. Perkembangan tambak udang di K abupaten Pesawaran
Tadel. Dedqomat d drinp pondsin Pesanaran Repoy
Luas tambak (Pondssize) (h
: : Kecamatan Kec((amataﬂ 2 mlah
Pote_ns, pemnf_aet an& sistem Padang Cermin Punduh Pedada pengussha
budidaya (Paetid, utilization & . Jumlah (Tad) (Numbe d
alturesdeary (Padar_lg Cerm n (Pund_;h Pe:iada busnessmen)
Didria) Didrid)
2007* 2010** 2007 2010** 2007* 2010**  2007*  2010**
Potens (Pdetia) 36000 38000 39000 45500 75000 83500
Pemanfaatan (Utilizatian) :
- Lahan (Land) 25400 307,80 23490 33245 48890 640,25
- Tambak (Pond) 17540 230,00 16855 22480 34395 454,80
Sstem budidaya (Culturesgers):
- Intensif (ntensve 13590 177,80 121,05 17675 25695 35455 39 40
- Semi intensif Sami-intensve 1500 31,70 2000 2955 3H00 61,25 9 10
- Tradisional/ tidak operasi ona 2450 2050 2750 1850 52,00 39,00 14 13
(Tradtional/ nat qeratianal)
Jumlah (Tad) 17540 230,00 16855 22480 34395 454,80 62 63
Keterangan (Nae:

Kecamatan Punduh Pedada dimekarkan menjadi duakecamatan, yaitu: Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Marga
Punduh padatahun 2012 (Punduh Padeda Didria hesben dividad intotwod drids nanmdy: Punduh Pedada Digrid andMarga Punduh

Didridin2012).
mber (Saur@:

* = Dinas Kelautan dan Perikanan K abupaten Pesawaran (2008); ** = Dinas Kelautan dan Perikanan K abupaten Pesavaran

(2011).

tidek jauh berbeda dengan yang terjadi di ting-
kat nasonal maupun internasona. Noor € 4d.
(2006) menyatakan bahwa hilangnya mangrove
di Indonesa terutama disebabkan oleh pem-
bangunan tambak, di mana terjadi penambahan
ared tambak lebih dari 350% daam kurun waktu
20 tahun (1982-2002). Hd ini diperkua oleh
pernyataan Vdida @ d. (2001) bahwa tambak
udang berkontribus sebesar 38% dari deforestas
mangrove secaragloba dan 41% dari deforestasi
mangrove di Asa Pernyataan tersebut sgaan
dengan penjelasan Barbier & Cox (2003) bahwa
pembuatan tambak ikan dan udang merupakan
penyebab utama deforestas mangrove waaupun
menurut Wdters @ a. (2008) dan Bosire ¢ 4.
(2008) mangrove mempunyai fungsi dan manfaat
yang sangat penting untuk mendukung kehi-
dupan di daerah pesisir.

B. Aktor dan Relasi Kekuasaan

Aktor-aktor yang terlibat langsung dalam
pengelolaan mangrove di K abupaten Pesawaran
adalah: Pemerintah Kabupaten Pesawaran,
pengusaha tambak udang intensf, LSV Mitra
Bentda dan masyarakat/ organisas masyarakat

(sdah satunya addah kelembagaan lokd Badan
Pengelola Daerah Perlindungan Mangrove/
BPDPM Desa Pulau Pahawang). Setigp aktor
memiliki kepentingan yang berbeda terhadap
keberadaan mangrove, baik secarasosid, ekonomi
maupun ekologi; begitu pula dengan kekuasaan
yang dimilikinya Perbedaan kepentingan dan
kekuasaan antar aktor merupakan sumber konflik
daam pengelolaan mangrove di wilayah tersebut
karena masing-masing aktor berusaha me-
manfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk kepen-
tingannya

1 Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupa-
kan aktor yang memiliki kewenangan ddam me-
ngedola sumber dayaaam, mula dari perumusan
kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasan dan
pengendalian. Sebaga agen pembangunan, Peme-
rintah Kabupaien Pesawaran memiliki tujuan
pragmatis yaitu menciptakan pendegpaan adi
daerah (PAD) sehinggamenarik investas dengan
berkolaboras dengan investor berupapemberian
izin-izin pemanfaatan sumber daya alam,
termasuk sumber daya mangrove. Kolaboras
tersebut telah meningkatkan satus satu aktor
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yatu pengusaha, namun di Ss lain menurunkan
daus &ktor lannya yaitu masyaraka dalam
mengakses sumber daya mangrove Akibatnya,
kebijakan tersebut memarginalkan hak-hak
masyarakat |okd terhadap sumber dayamangrove
di wilayahnya secara politik dan ekonomi,
sehingga menciptakan kesenjangan sosid dan
ekonomi dalam masyarakat itu sendiri.

Peran Pemerintah Kabupaten Pesawaran
sebaga agen pembangunan mengakibatkan
konflik kepentingan dengan perannya sebagai
peindung sumber dayadam. Hd ini terlihat dari
timbulnya tumpangtindih kewenangan, terutama
antara Dinas Kdautan dan Perikanan, Dinas
Perkebunan dan Kehutanan serta Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran. Satu
instans menghendaki tujuan ekonomi dan
pemanfastan sumber daya mangrove, sementara
instansi lainnya menghendaki kelestarian
lingkungan. Kabupaten Pesawaran belum
memiliki perauran daerah yang secara khusus
mengatur pengelolaan mangrove di wilayahnya
yang berada di luar kawasan hutan negara, tetapi
ada bebergpa kebijakan Pemerintah Kabupaen
Pesawaran yang terkait dengan fungs lindungnya
(Tabel 2). Berdasarkan Peraturan Daerah
K abupaten Pesawaran No. 4 Tehun 2012 tentang
Rencana Taa Ruang dan Wilayah (RTRW)
Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031
mangrove telah ditetgpkan sebaga kawasan
perlindungan setempat berupa kawasan
sempadan panta sgauh 100 meter dari titik
pasang tertingg tetegpi di i lan RTRW tersebut
juga menetgpkan wilayah pessr sebagal kawasan
budidayaperikanan.

Waaupun K ebijakan Pemerintah K abupaten

Pesavaran telah mengakomodir fungs lindung
dari mangrove, namun implementas kebijakan-
nya ternyata lebih mendukung intensifikas tam-
bak udang dibandingkan pelestarian mangrove.
| nforman mengungkapkan:
“Pduangusshatanek udangmaniliki paend akup bessr karena
hesl buddayarnya meniliki poes e&kspor shingp dapet
menghasikan untung yang tingg. Kami nmerbuka pduang beg
invetar yang akan manenairkan noddl usshanyad degrahini den
untuk peizinamya akan dupayekan svudsh mungkin. Tetapi
bukan bearti marbdackan invetar untuk merussk lingkungan.
Pengussha herus marghatikan kdedarian lingkungan tapet
ushanyd’.
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Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Pesawaran terkesan kurang peduli
dengan keberadaan mangrove di wilayahnya
| nforman mengungkapkan:
“Mangoed Kabupaten Pessneran bukan temeak kanesanre
gge yangdkuasa parkah taad sudeh lama menjad milik mes
saraka derpet. Alih fungs mengoenmatjad tanbek srekin
meingkat akibet (lahen mengol dijud kepeda pihek lain.
Tanah+tanahd sanahentir seruadkuesal invetar, Pavkabticdek
meniliki hek untuk mearang pera panilik taneh untuk tickk
mendrikan tavbek atau geisna Kam adit mdakukan
tindekan, keadi itukanesanrejde”.

Implementasi kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pesawaran tersebut juga terkait
dengan kuditas aparat pemerintahannya. Sering
bergantinya pimpinan pada ingans terkait yang
tidak memiliki latar belakang di bidanglingkungan
hidup memengaruhi kepedulian instans tersebut
secarakesaluruhan untuk melakukan pengelolaan
mangrove secara lestari. Kepedulian terhadap
pdesarian lingkungan dari kepda daerah dan
anggota legidatif yang dipilih secara langsung
oleh rakyat turut memengaruhi keberlanjutan
pengelolaaan sumber daya adam, khususnya
mangrove. Ketidakpedulian menimbulkan anca-
man yang sangat serius terhadgp aspek-aspek
ekonomi, ekologi dan sosid ber upaketidakjelasan
kebijakan, kekosongan regulasi, dominas pemilik
modal, kerusakan sumber daya mangrove,
margindisas masyarakat loka dan lan-lain.
Keuntungan ekonomi berupa Pendapatan Adi
Daerah (PAD) yang didgpat Pemerintah Kabu-
paen Pesavaran tidak sebanding dengan risko
kerusskan ekologi dan kerugian sosid yang
muncul akibat konvers mangrovedi wilayahnya

Operasondisas tambak udang membutuh-
kan persyaraan perijinan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah K abupaten Pesawaran, termasuk per-
jjinan yang terkat dengan pengeolaan ling-
kungan. Namun, sebagian besar tambak udang
dapa beroperas tanpamemiliki atau tidak sesua
perijinan yang berlaku. Perijinan tersebut dikeluar-
kan ketika masih bergabung dengan Kabupaten
Lampung Sdatan dan sebagian lagi dikeluarkan
setedah dimekarkan menjadi Kabupaten Pesa
waran pada tahun 2007. Ketika dampak dari
aktivitas tambak udang dan perijinannya menjadi
sorotan di media massa pada tahun 2009,
Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah
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Tabd 2. Kebijakan Pemerintah K abupaten Pesawaran yang terkait dengan pengelolaan mangrove
Tale2. Pdicyd Pesanaran Reggngy Governimant thett rdated to maeng oemenagarat

No.

Kebijakan (Pdig)

Implementas (Inmplerantatian)

1  Perijinan pengusahaan tambak udang:

a  ljin Peruntukan Penggunaan Tanah

b. Rekomendas Keayakan Lingkungan
Hidup
C. - Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UpayaPengdolaan Lingkungan
Hidup/ Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup
- Andisis Mengenai Dampak
Lingkungan

d. Ijin Mendirikan Bangunan
e  ljin UsahaPerikanan

f.  Surat Penangkaran dan Budidaya
I kan

g  Sura ljin Tempat Usahd ljin
Gangguan

h.  ljin Penimbunan dan Penyimpanan
Bahan Bakar Minyak

i.  Sura ljin UsahaPerdagangan

j-  TandaDaftar Perusahaan

k. CaraBerbudidayalkan yang Bak

2  Tim monev tambak

3 K Bupati Pesawaran No. 162.B/ 111.
06/ HK/ 2009 tentang Badan
Pengelola Daerah Perlindungan
Mangrove Kecamaan Punduh
Pedada K abupaten Pesawaran

4 XK Bupati Pesawaran No. 175/ 111.
06/ HK/ 2009 tentang Kelompok
Kerja Mangrove K abupaten
Pesawaran

5  Peraturan Daerah No. 4 tehun 2012
tentang Rencana Taeta Ruang dan
Wilayah K abupaten Pesawaran
Tahun 2011-2031

Instans yang mengeluarkan - Formditas

rekomendasi: - Aktivitastambak tetgp berjdan
Badan Perencanaan walaupun tidak memiliki
Pembangunan Daerah perijinan atau tidak sesuai
K abupaten Pesawaran dengan perijinan
Kantor Lingkungan Hidup
K abupaten Pesawvaran
- Kantor Lingkungan Hidup
K abupaten Pesavaran

- Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah
Provins Lampung
- Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah
Provins Lampung
Dinas Pekerjaan Umum
K abupaten Pesawvaran
Dinas Kelautan dan Perikanan
K abupaten Pesawaran
Dinas Kelautan dan Perikanan
K abupaten Pesawvaran
Asisten |1 Bupai Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
K abupaten Pesawvaran
Asisten |1 Bupai Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
K abupaten Pesawvaran
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan
Penanaman Moda K abupaten
Pesawaran
Dinas Perindugtrian,
Perdagangan, Koperasi dan
Penanaman Moda K abupaten
Pesawaran
Direktorat Jenderal Perikanan
dan Budidaya, Kementerian
Kdautan dan Perikanan
Formditas, implementas hanya
berjalan sesaat dan tidak
berkelanjutan
Formadlitas, tidak ada
implementas

Formadlitas, tidak ada
implementas

Belum adaimplementas

Sumber (Saured: data primer tahun 2013 (primery detain 2013)
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membentuk Tim Monev Tambak yang bertujuan
untuk melakukan monitoring dan evauas terha
dap perijinan usaha tambak, pengelolaan
lingkungan (khususnya limbah tambak) dan
pengelolaan jaur hijau mangrove, namun kegiatan
timini ternyatahanyaberlangsung sesaat dan tidak
berkelanjutan.

Dari bebergpaperijinan pengusahaan tambak
udang, ljin Peruntukan Penggunaan Tanah
(IPPT) dan Rekomendas K elayakan Lingkungan
Hidup sebenarnya dapat digunakan Pemerintah
K abupaten Pesawaran dengan Tim Monev Tam-
bak untuk mendukung kelestarian mangrove.
| PPT merupakan syarat utamadalam operasiona
lisasi pengusahaan tambak udang, di mana |l PPT
sendiri mensyaratkan adanya Rekomendas Kela-
yakan Lingkungan Hidup. Rekomendas tersebut
dikeluarkan ketika dokumen Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(SPPL) aau Upaya Pengeolaan Lingkungan
Hidup/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL/UPL) aau Andiss Mengena Dampak
Lingkungan (Amda) (jenis dokumen tersebut
tergantung padaluaslahan yang diusshakan) telah
dimiliki pengusaha. Dampak lingkungan yang
timbul dari operasondisas tambak seharusnya
sudah diperhitungkan secara matang ketika
pengusaha sudah memperoleh 1PPT. Penetapan
IPPT dan rekomendas kelayakan lingkungan
hidup (termasuk di ddamnya SPPL aau UKL/
UPL atau Amda) seharusnya juga mempertim-
bangkan RTRW K abupaten Pesawvaran yangtelah
memasukkan mangrove sebaga bagian dari kawa:
san perlindungan setempat. Apabila pengusaha
melakukan pelanggaran, seperti melakukan
konvers mangrove secaramasif dan pencemaran
lingkungan akibat aktivitas tambak udangnya,
maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat
mencabut perijinan dan menghentikan operas-
ondnya Sdan | PPT dan rekomendas kelayakan
lingkungan hidup, Surat 1jin Tempat Usahd 1jin
Gangguan (STU/HO) dapa juga digunakan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk
mengatur keberadaan tambak. ljin ini mem-
butuhkan persyaratan, sdah satunya adaah
persetujuan dari masyarakat sekitar tambak
terhadap operasional dan dampak yang
ditimbulkan oleh aktivitastambak.
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Merujuk K Menteri Ddam Negeri No.
188.41/ 360/ 1V/ Bangdal 2008 tentang Pemben-
tukan Tim Pokja Mangrove dan SK Gubernur
Lampung No. 522/ 2656/ 04/ 2009 tentang Pe-
nanganan K awasan Mangrove, Bupati Pesawaran
tdah membentuk Tim Pokja Mangrove pada
tahun 2009 berdasarkan K Bupati Pesawaran
No. 175/ 111.06/ HK/ 2009. Pokja ini melibatkan
suruh ingang terkat secara lintas sektord,
kalangan akademis dan LSM. Tugas dan wewe-
nangnya adaah mendorong sinergi pengelolaan
mangrove, melaksanakan monitoring dan evduas
pengelolaan mangrove, memberikan saran dan
masukan terhadap berbaga permasdahan pe
ngeolaan mangrove, mendorong pengembangan
integrasi data dan informasi pengelolaan
mangrove, membantu melakukan pembinaan dan
sosdisas untuk meningkatkan kepedulian dan
partisipasi masyarakat dalam pelestarian
mangrove serta mendorong terbitnya regules
mangrove. Pokja Mangrove pada akhirnya hanya
menjadi formalitas semata ketika tidak ada sama
sekali tindakan atau rekomendas yang dihasilkan.
Kondis yang samajugaterjadi dengan pemben-
tukan Badan Pengelola Daerah Perlindungan
Mangrove Kecamatan Punduh Pedada K abupa-
ten Pesawaran berdasarkan SK Bupati Pesawaran
No.162.B/ 111.06/ HK/ 2009.

K ebijakan Pemerintah K bupaten Pesawaran
yang lebih berpihak pada intensfikes tambak
udang dibandingkan pelestarian mangrove sgalan
dengan studi yang dilakukan Vandergeest ¢ 4.
(1999) dan Huitric & d. (2002) di Thailand yang
menunjukkan bagaimana implementas, monito-
ring dan penegakan hukum yang sangat lemah
terhadgp industri budidaya udang Penélitian
Dewdt @ d. (1996) di Honduras juga menunjuk-
kan bahwa ekspans industri udang diakibatkan
oleh digribus dan akses ke sumber daya
mangrove yang tidek meraa ketidakpedulian
pemerintah, lemahnya penegakan kebijakan sosal
dan lingkungan serta pola pembangunan yang
didasarkan pada pemanfastan sumber daya yang
tidek berkdanjutan. Hd yang sama terjadi di
Meksiko, menurut Cruz-Torres (2000) reformasi
hukum tahun 1990-an telah mengubah industri
budidaya udang yang mengikuti pola per-
kembangan ekonomi kapitdis



2. Pengusahatambak udang intensif

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabu-
paen Pesavaran tidak berjdan dengan bak dan
efektif karenadipengaruhi oleh aktor yang memi-
liki kekuassen paling besar yaitu pengusaha tam-
bak udangintensif. I nforman mengungkapkan:
“Bedesarkan hedl patauan d lapanggn, szingkdi didepeti
aktivitas tanbek yang peijinannya tdah kadduarsa, ticek s=uai
dengan peijinen atau bdummaniliki parijinen. Ini sanget merugkan
pargintah den mesarakat, balk dai 99 pavlpetan degrah
meupun lingkunggn hidup. Meeka (pangusaha tanbek) tdah
dpeingatkan agpr sgra mengurusya. Jkatidek, bisa sgjia kami
merekaradbeskan agr itu (tarbek) ditutup. Ratarata merka
tidek maiak ukan penanamen mangrovepada’ green b t' denbdum
meagkap izin shingp kam bei tegran skaigus rekarendes
untuk manenam aau manutup sretara usshanye ssnei izin
teshut langap. Kami barkepantingan dangan keberadken tarbek,
karena paensad s urbe PAD, skadigus mengggakkan
ekanam meserakat skitar”.

I nforman lainnyamengungkapkan:
“Kam tidk hisa managh pagussha untuk marbebet hebis

nmeng oedan mengoanti nya dangen tarmbek udang Meeka bangn
d lahannya sdri dan maniliki izin, tégp tambek yang mareka

bangunjugamengrebis meng oeyangberadad luar lahenmiliknya,
teutamayangkearah laut. A dajuga pangusshayangtiosk mamiliki
izin, jad bequeas sara liar. Medka baru shuk magurus ijin
sdeh ddatang qoarat pavginteh Perkab tidek berani
menghatikanqoarasand tanbeknyd’ .

Mekanisme akses gruktura dan relasiond
yang dijaankan pengusaha memungkinkan
mengonvers mangrove secara masif sehingga
menghilangkan fungs lindung dari ekosstem
mangrove. Pengusaha juga mengklaim
kepemilikan dan mereklamas lahan mangrove
yang berdekatan dengan lahan miliknya. Hd ini
terkat dengan penguasaan teknologi, moda,
tenaga kerja dan peluang tenaga kerja,
pengetahuan, identitas sosd dan relas sosa yang
memperkua akses pengusaha ke sumber daya
mangrove.

Akses teknologi dgpat meningkatkan atau
memfasilitas kemampuan pengusaha untuk me-
ngonvers mangrove menjadi tambak udang in-
tensf. Akses tersebut depa dilihat dari peng
gunaan dat-dat bera ddam konvers: mangrove
dan pembangunan konstruks tambak udang yang
modern serta teknologi budidaya udang yang
intensf dan modern seperti penggunaan pompa,
kincir ar, genset, ingtdas kdistrikan dan lain-lain.
Hd ini hanya dapat dilakukan oleh pengusaha
yang memiliki moda berupa kekayaan finansid
dan perdatan (termasuk teknologi). Akses moda
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dgpat digunakan untuk mengambil dih kepe-
milikan lahan-lahan mangrove dari masyarakat
melaui prosesjud-bdi dan memperkuat mekanis-
me akses berbass hak, seperti pengurusan ser-
tifikat hak milik lahan mangrove dan perijinan
usahatambaknya. Nila lahan dan konstruks tam-
bak yang terus meningkat setigp tahun dan diper-
kuat dengan sertifikat hak milik membuat inves-
tas ini memiliki prospek yang sanga mengun-
tungkan dan membuat akses pengusahaterhadap
modd semakin bertambah besar. Akses modal
daam bentuk kredit yang disalurkan oleh lembaga
keuangan pemerintah maupun swasta turut
mendukung pengembangan usahatambak udang
intensf yangdilakukan oleh pengusaha

Akses modd dapat memengaruhi kewena
ngan gpaa indans terkait dalam pdanggaran
perijinan pengusahaan tambak. Kondis tersebut
memungkinkan pengusaha menjalankan aktivitas
usaha tambak udangnya dengan mengonvers
mangrove tanpa mengurus perijinan terlebih
dahulu. Peanggaran juga dapat terjadi ketika
operasiond tambak tidak sesua dengan perijinan
yang dimiliki. Walaupun melanggar peraturan dan
perijinan yang berlaku, tidak ada tambak yang
dihentikan operasionanya Masdah perijinan
akan diurus oleh pengusaha ketika dinas terkait
atau TimMonev Tambak datang kelokas tambak.
Pdingtidak terdgpat sekitar 11 jenisperijinan yang
dibutuhkan dalam pengusahaan tambak udang di
Kabupaten Pesawaran (Tabd 2). Proses peng-
urusan, monitoring dan evaluas perijinan memi-
liki potens terjadinya penyalahgunaan wewenang
oleh oknum-oknum di instang terkat. Biasanya
pengusaha mengurus perijinan meldui perantara
yang akan berhubungan langsung dengan oknum-
oknum tersebut aau meminta bantuan dari
organisas petambak udang seperti Srinp Club
Indnesa (SCI) Proving Lampung. Akses modal
ikut memengaruhi kewenangan aparat
pemerintah setempat, seperti kepaa desa dan
cama. Relasi kekuasaan yang terjdin bak dengan
kepaa desa dan cama memudahkan pengusaha
daam pengurusan administras perijinan tambak,
pembuatan surat keterangan tanah dari lahan
mangrove yang dimilikinyasertadukungan aparat
pemerintah setempat terhadap keberadaan
tambak udangdi wilayah kekuasaannya
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Akses moda juga mampu membuat
pengusaha meredam dengan baik dampak sosid
dan lingkungan yang muncul akibat aktivitas
tambaknya. Pengusaha berpartisipas dalam
kegiatan sosid dengan tingkatan yang berbeda di
stigp lokas, antaralain: pembangunan saranadan
prasarana (megid, sekolah, baa desa, jaan dan
lain-lain), memberikan beasiswa, tunjangan hari
rayasertaberpartispas ddam perayaan hari besar
keagamaan, sunatan massal, hari kemerdekaan
Republik Indonesia dan lain-lain. Kegiatan sosid
tersebut membuat salah satu pengusaha diangkat
menjadi tokoh adat oleh masyarakat setempat.
K elembagaan adat masih terlihat eksisdi bebergpa
lokas yang turut memengaruhi keberadaan
sumber daya mangrove di wilayahnya Poss se-
bagai tokoh adat pernah membuat salah satu calon
kepaa daerah meminta bantuan kepada peng-
usaha tersebut untuk memengaruhi masyarakat
setempat agar memilihnyasebaga kepaladaerah.

Akses tenaga kerja dilakukan dengan cara
mempekerjakan masyarakat setempat padakegiat-
an budidaya, pemanenan, pembershan kolam
pasca panen, tenaga keamanan, juru masak dan
lain-lain, sedangkan akses pengusaha ke peluang
tenagakerjamencakup kemampuan dirinyauntuk
mengelola dan mengembangkan usaha tambak-
nya. Kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja
dengan keahlian khusus seperti teknis budidaya
dan mekanik biasanya didatangkan dari luar
wilayah. Perekrutan tenagakeamanan yang berasa
dari masyarakat sekitar tambak merupakan salah
satu cara yang dilakukan pengusaha dengan me-
manfaatkan identitas sosd dan relas sosd yang
dimiliki masyarakat setempat. Biasanya tenaga
keamanan yang direkrut merupakan tokoh
masyarakat yang memiliki pengaruh kuat karena
disegani dan dihormati di desanya sehingga
gangguan keamanan dari masyarakat setempat
terhadgp aktivitas tambak udang intensif dapat
diminimdisir.

Akses pengetahuan dapat dilihat dari wacana
yang dikembangkan mengena manfaat tambak
udang sebaga penggerak ekonomi masyarakat
pesisr, sumber PAD, dan pembuka wilayah yang
masih terisolir. Wacana ini membuat keberadaan
tambak menjadi lebih penting dibandingkan
keberadaan mangrove sehingga implementas
kebijakan Pemerintah K abupaten Pesawaran lebih
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berpihak padaintensfikas tambak udang Akses
pengetahuan juga dapat berupa penguasaan
pengetahuan budidaya udang secaraintensf dan
mangemen usaha tambaknya, di mana penge-
tahuan ini terus dikembangkan dan diperkuat
meaui identitassosd dan relas sosianya

Akses pengusaha medui identitas sosanya
dapa dilihat dari rlas yang terjdin antarapengu-
saha yang sama-sama berprofes sebaga petam-
bak udang. Akses ini memungkinkan pengusaha
sadling bekerjasama daam mengembangkan
pengetahuan di bidang budidaya udang, mana
jemen usaha, perijinan dan lain-lain. Di samping
itu, ada juga wadah organisas forma yang
menghimpun parapengusahatersebut, yaitu SCl.
Organisas ini memfasilitas anggotanya dalam
pengurusan perijinan, koordinas antar pengusaha
tambak udang, koordinas dengan pemerintah
setempd, sertifikas produk dan lain-lain. Tidak
semua pengusaha tergabung ke dadam organisasi
tersebut tetgpi mereka tetgp menjdin relas yang
bak dengan SCI dan sesama petambak udang di
Proving Lampung

Akses relas sosd dapat diliha dari bagas-
mana orang yang memiliki modal tetapi tidak/
beum memiliki akses terhadap teknologi, tenaga
kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan,
identitas sosd dan relas sosid ddam budidaya
udang, dapat ikut terlibat dalam bidang tersebut
melaui relas sosd dengan pengusahayang sudah
terlebih dahulu berkecimpung di bidang tersebut.
Akses relas sosd juga terjdin dengan lembaga
keuangan yang mendukung akses modal sehingga
memperkua akses pengusaha ke sumber daya
mangrove. Relasi sosd jugaterjain dengan bak
antara pengusaha dengan pembedli, bak pedagang
perantaramaupun pabrik pengolahan udang.

3. LSM MitraBentala

Dampak aktivitas tambak udang intensf
serta masdah perijinannya di Kabupaen Pesa
waran banyak menjadi sorotan di media massa
antara tahun 2008 sampa dengan 2011. HA ini
tidek terlepas dari peran sdah sau LSM di
Provind Lampung, yaitu LSV Mitra Bentda
Akses teknologi, pengetahuan, identitas sosdl,
dan relas sosia yang dimilikinya mampu
menggalang kekuatan dengan membentuk
jgaring dan kerjasamauntuk mencegah konvers



terhadap mangrove yang tersisa. Akses pengeta-
huan dilakukan dengan mengembangkan wacana
mengena konservas mangrove dan dampak
negatif aktivitas tambak terhadap lingkungan
pesisr. Wecana ini disampakan dengan gencar
meaui aksesteknologi, yaitu melaui mediamassa
lokal dan nasiond, baik cetak maupun aline

Aksesidentitas sosid dan relas sosid dilaku-
kan bekerjasama dengan lembagalembaga lain
yang relevan dengan program sertaorientas lem-
baganya, bak loka, nasona maupun internas-
ond, antara lain: Yayasan Karya Sosid Pancur
Kash, Wedlands Intenationa, Adan Peyplés
Exdeng Jaingan Kerja Pemetaan Partispdtif,
The Eurguaan Carmisans United Natians Dedqp-
mat Pragame (UNDP), Hefe Intenatiad,
Surdetra Sidainade Suppat dan lain-lain. Kerja
sama tersebut dilakukan untuk mendukung
kegiatannya dalam memfasiitas masyarakat di
Kabupaten Pesawaran dalam pengelolaan
mangrove secara lestari, sdah satunya adalah
pembentukan dan penguatan kelembagaan loka
di Desa Pulau Pahawang, yang diikuti desa-desa
lainnya, seperti: Desa Gebang, Desa Sukarame,
Desa Batu Menyan dan Desa Kekatang.
Perkembangan kelembagaan loka masih banyak
menghadapi kenddadan tantangan, terutamadari
kapastas SDM dari masyaraka dan dukungan
Pemerintah Kabupaten Pesavaran yang mash
lemah. Kerja sama juga dilakukan dengan pihak
swadtg, terkait dengan kegiatan tanggung javab
sosa perusshaan (arpoate swd regonshility
CR) dadam pdestarian lingkungan pessir di
K abupaten Pesawaran.

Peningkatan kegpasitas masyarakat difasllitas
oleh LSV Mitra Bentda bekerjasama dengan
lembaga-lembaga donor di aas meldui kegiatan
pendidikan masyarakat, faslitas organisas atau
kelompok komunitas fasilitas untuk membangun
kerja sama antar kelompok komunitas dan fasili-
tas untuk membangun komunikas antara komu-
nitas dan pemerintah sertalembaga-lembagayang
relevan. Fasllitas oleh LSV Mitra Bentala mash
diperdebatkan oleh berbagai pihak. Sesua dengan
penjelasan Uphoff dan Buck (2006) bahwadi satu
99 LSV adaah organisas akar rumput yang
dirancang untuk memecahkan masalah lokd,
namun di 99 lan LSM dipandang sebaga
oportunis, dikenddikan oleh donor dan tidak
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efektif. Wijayaratna (2004) berpendapat bahwa
peran utama LSM addah untuk memfaslitas
penguatan kelembagaen di masyarakat, tanta
ngannyaadaah bagamana memfasilitas dan me-
lembagakan sebuah proses di mana masyaraka
yang akan mengembangkan organisas loka untuk
memenuhi  kebutuhannya Uphoff dan Buck
(2006) menyatakan bahwa LSV dgpat menekan
pemerintah agar implementas program men;jadi
tepat sasaran atau dapat memfasilitas organisas
masyarakat untuk meningkatkan posis tawarnya

4. Masyarakat

Konvers mangrove menjadi tambak-tambak
udang intensf oleh pengusahatelah mengakibat-
kan degradasi lingkungan dan membuat masya
rekat setempa menjadi semakin termarginakan.
Rendahnyapenghasilan masyarakat yang sebagian
besar berprofes sebaga petani dan nelayan telah
mendorong penjudan lahan-lahan masyaraka
yang berdekatan dengan pantai/ mangrove. Kon-
dis ini dipersulit oleh sebagian anggota masyara-
kat yang tidak berpihak padalingkungan, mengua
sa kepemilikan lahan-lahan mangrove di wilayah
tersebut dengan tujuan untuk diusshakan sendiri
atau dijua kepada investor aau pengusaha. Aki-
batnya sebagian besar Iahan mangrove dan lahan-
lahan yang berdekatan dengan panta/ mangrove
di pessr daratan Pulau Sumatera berdih kepe-
milikannya kepada pengussha dan sebagian besar
dikonvers menjadi tambak udang intensf, se-
mentarayang beradadi pulau-pulau kecil sebagian
dikonvers menjadi viladan kolam pemancingan.

Penguasaan teknologi, modd, tenaga kerja
dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, identitas
sosa dan relas sosid yang sangat terbatas meng-
akibatkan masyaraka semakin termarginakan
daam mengakses sumber daya mangrove. Akses
relas sosd yanglemah terlihat dari belum adanya
kepercayaan dari lembaga keuangan sehingga
masyarakat masih sulit mendapatkan modd yang
dapa digunakan untuk memperkuat penguasaan
teknologi, tenaga kerja dan peluang tenaga kerja
serta pengetahuan ddam pemanfastan sumber-
daya mangrove. Di lain pihak, kepercayaen dari
beberapa lembaga pemerintah seperti BPDAS
Way Seputih Way Sekampung dan Bda Penge-
lolaan Hutan Mangrove (BPHM) |1 mampu mem-
berdayakan masyarakat ddam bebergpa kegiatan

135



Jurnd Andlids Kebjakan Kehutanan
Vd. 12Na 2, Agustus2015: 125- 142

pembibitan mangrove, waaupun kegiatan ter-
sebut mash bersfa keproyekan. Kepercayaan
juga diperoleh dari jgaring LSV yang bergerak
ddam memfasilitas masyarakat dalam pengelola:
an mangrove secaralestari.

Berangka dai degradas mangrove dan
dampaknya yang semakin tidak terkendali di
Kabupaten Pesawaran, khususnya di Pulau
Pahawang, sgak tahun 1997 masyarakat di pulau
tersebut difaslitas olen LSM MitraBentdauntuk
mempertahankan keberadaan mangrovenya.
Pulau ini merupakan bagian dari pulau-pulau kecll
yang adadi kawasan Teluk Lampung dengan luas
sekitar 1.046,87 hadan memiliki mangrove seluas
141,94 ha (Rizani, 2007). Pada tahun 2006 LSV
Mitra Bentda (bekerjasama dengan The Eurgoean
Cammisansdan UNDP) bersama masyarakat ber-
hasl mendorong pemerintah desa untuk mem-
bentuk kelembagaan lokd yaitu Aturan Daerah
Perlindungan Mangrove. Aturan tersebut mem-
bagi mangrove di Pulau Pahavang menjadi zona

Sumber (Sour@: Febryano & d. (2014).

inti, penyanggadan pemanfaatan (Gambar 2), me-
muat kewgiban dan ha-hal yang diperbolehkan,
ha-hal yang dilarang serta sanks yang diterapkan
secara bertingkat. Untuk menjaankan dan mene-
gakkan aturan yang telah dibuat dan disepakati,
maka dibentuk organisas Badan Pengeola
D aerah Perlindungan Mangrove (BPD PM).

Peningkatan kapasitas masyarakat dan
BPDPM difaglitas oleh LSV Mitra Bentaa
bekerjasamadengan lembaga-lembagadonor me-
lalui berbagai kegiatan pelaihan. Peningkatan ka
pasitas dapat dilihat dari meningkatnya penge-
tahuan, keterampilan dan skap masyarakat Pulau
Pahawang dan BPD PM dalam pengelolaan mang-
rove secara lestari. Sebagian besar masyarakat te-
lah mendukung dan mengakui mangrove di desa-
nyasebaga daerah perlindungan mangrovedi ba
wah pengdolaan BPDPM dengan auran-aturan
yang telah disepakati bersama. Partigpas aktif
masyarakat ddam pelestarian mangrove diperkuat
oleh aksesidentitassosd dan relas sosadnya

Gambar 2. Daerah perlindungan mangrove di Pulau Pahawang.
Figre2. Mangoeansetian arexin Pahanangl dand
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Peningkatan kapasitas BPDPM dapat dilihat
dari keberhasilannya ddam pembibitan mang-
rove. Pada tahun 2010 BPDPM telah mendapat-
kan sertifiket Sumber Benih Tanaman Hutan
untuk areal mangrove yang dikelolanya, dari Bda
Perbenihan Tanaman Hutan Sumaera Kerja
sama pembuatan pembibitan mangrove juga
dilakukan dengan BPHM Il sebanyak 50.000
bibit pada tahun 2011 dan 70.000 bibit pada
tahun 2012. Keterlibatan masyarakat dan
BPDPM ddam kegiatan ekowissta mangrove
di desanya juga terkat dengan peningkatan
kapastas tersebut. Peningkatan kapasitas telah
mendorong BPDPM untuk mengembangkan
jgaring secaralebih luas dan berpartispas ddam
membangun kesepakatan penyelamatan
mangrove di pesisr Pulau Sumatera K abupaten
Pesavaran. BPDPM bersamadengan LSM Mitra
Bentda juga terlibat memfasilitas pembentukan
dan pembinaan organisas pengelolaan mangrove
di bebergpa desa sekitarnya. Sdlain itu, BPDPM
sering diundang sebagal narasumber ddam
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
mangrove secaralestari, baik di ddam maupun di
luar Provins Lampung Pengakuan terhadap
kinerja BPDPM dalam pengelolaan mangrove
diperoleh dari Pemerintah Proving Lampung
pada tahun 2010 ketika Ketua BPDPM dianu-
gerahi penghargaan Kdpataru dengan kategori
sebagal penyelamat lingkungan. Penghargaan ini
merupakan pengakuan pemerintah bahwa
inisatif dan partispas loka yang muncul
mampu mengelola sumber dayamangrove secara
lestari.

Faslitas yang dilakukan LSV Mitra Bentda
sgak tahun 1997 dan kepercayaan masyaraka
terhadap kinerja BPDPM membuat posis
BPDPM dan Aturan Dagrah Perlindungan
Mangrovenya menjadi kuat dan terlembagakan.
K elembagaan lokd mula melemah di tahun 2011
ketika BPD PM tidak mampu menegakkan auran
pada ssat menghadapi investor yang merupakan
pgaba pemerintahan ddam dih fungs lahan
mangrove menjadi vila dan kolam pemancingan.
Hd ini terjadi karena struktur organisas yang
lemah dari BPDPM, yang menempatkan kepda
desa sebaga pelindung dan bebergpa pengurus-
nya yang merupakan aparat pemerintahan desa
Akibatnya BPDPM terintervens oleh kebijakan
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pemerintah desayang tidak mendukung pengdo-
laan mangrove, padahal di tahun 2006 pemerintah
desa sangat mendukung konservas mangrove di
wilayahnya Aturan Daerah Perlindungan Mang-
rove semakin aulit ditegakkan ketika Ketua
BPDPM dipekerjakan oleh investor sebaga tena-
ga keamanan di proyeknya. Mdemahnya kelem-
bagaan lokd membuatnya tidak mampu meng-
hadapi intervens investor yang memengar uhi
politik di tingkat lokd.

C. Pembentukan Jejaring Penyelamatan
Mangrove

Ddam rangka membangun sinergi berbagai
pihak dalam penyelamatan mangrove di
Kabupaten Pesawaran, LSM Mitra Bentaa
(bekerjasama dengan Suretra Sudainabde Suppart)
melakukan bebergpa kegiatan pada tahun 2009
2010. Kegiatan tersebut antara lain konsultas
publik pengakuan pengelolaan mangroveberbasis
masyarakat di tingkat desa (di Desa Pulau Paha
wang) dan di tingkat kabupaten, seminar di tingkat
proving, lokakarya di dua kecamatan pesisr dan
negosias kebijakan di tingkat kabupaten. Loka
karya multipihak dilakukan untuk membangun
kesepakatan penyelamatan mangrove di pesisr
Pulau Sumatera K abupaten Pesawvaran. K egiatan
lokekarya yang dilaksanakan di Kecamatan
Padang Cermin padatangga 25 Maret 2010 dan di
K ecamaan Punduh Pedadapadatanggd 27 Maret
2010 menghasilkan bebergparekomendas, yaitu:
1. Menghentikan segaa bentuk dih fungs lahan

pesiSr terutamamangrove.

2. Adanyasnerg antar ingang terkait dalam pe-
netgpan per untukan kawasan pesisir.

3. Mendukung partispas masyarakat ddam pe-
ngelolaan sumber dayamangrove.

4. Mendesk ingang terkait agar tidek menge-
luarkan izin pemanfaatan yang dapat menye-
babkan dih fungs mangrove.

5. Memberikan sanks tegasterhadap parapdaku
perusak lingkungan (petambak, pariwisstadan
masyarakat) atau pihak lain.

6. Mendorong partispas pengusaha agar ber-
kontribusi terhadgp pelestarian lingkungan,
kepedulian sosid terhadgp masyarakat dan
mendukung perbakan saranadan prasaranadi
wilayahnya
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7. Perusshaan tambak harus melakukan peng-
olahan limbah tambaknya.

8. Pemerintah Kabupaten Pesawvaran memfas-
litas desadesa pessr dadam pembuatan
perauran desa tentang pengelolaan sumber-
dayadam.

9. Memintapihak pemerintah dan DPRD K abu-
paten Pesawaran untuk segeramembuat aturan
(peraturan daerah, instruks, K dan lain-lain)
tentang perlindungan mangrove.

10.Menindak tegas/ memberikan sanks terhadap
para penguseha tambak dan masyarakat yang
melakukan perusskan terhadsp lingkungan
pesisr.

Rekomendas tersebut salanjutnya digunakan
sebagal bahan negosias kebijakan di tingkat kabu-
paen untuk mendorong adanya peraturan daerah
pengelolaan mangrove di kantor Bupati Pesa-
waran padatanggd 30 Maret 2010 yang dihadiri
oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran beserta
suruh ingans terkait, DPRD, LSV Mitra
Bentda, kepda desa dan tokoh masyaraka desa
desapesisr, Pusa Pendlitian Pessr dan Kelautan
Universtas Lampung dan Lampung Mangrove
Centre Universtas Lampung. Tidak ada tindak
lanjut dari pertemuan ini karena tidek ada
rancangan peraturan daerah yang pernah
diusulkan oleh pihak eksekutif kepada legidatif
sehingga proses pembuatan perda pengelolaan
mangrove hanya berjdan di tempat. Informan
mengungkapkan:

“Tidk ada stu pun dnes takait, teutama Dines

Perkdounan dan Kehutanan yang meu mamperjuandkan

pada penggdaan mangoe s|Eara Eius Sdoaarnya

uslan parda tesdut berasdl dari ekskutif, saratara
prasesparehasan dan pengesshannyabaradadi legdatif.

Keikatidek adausian, mekaitu haryamanjad waana

S
Walaupun perda pengelolaan mangrove

bdum berhasil diwujudkan, tetapi upaya-upaya

yang dilakukan oleh jgaring yang dikembangkan
oleh LSV MitraBentaa, masyarakat dan BPDPM
mampu membentuk opini publik dan menekan

Pemerintah Kabupaten Pesawvaran untuk lebih

peduli dan memberi perhatian terhadap mangrove

di wilayahnya. Tekanan tersebut membuat Peme-

rintah Kabupaten Pesawaran ikut memberikan

opini di media massa, menerima perwekilan jga-
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ring tersebut yang menyampakan aspirasinya,
membentuk Tim Monev Tambak dan menerbit-
kan X Bupati Pesavaran tentang BPDPM
Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten
Pesavaran. Namun upaya-upaya yang dilakukan
bdum cukup efektif mendorong Pemerintah
Kabupaten Pesawaran untuk lebih tegas ddam
mengimplementasikan kebijakannya

Degradas sumber daya dan margindisas
masyarakat lokd akibat konflik ddam pengelolaan
mangrove yang melibatkan aktor-aktor dengan
relas kekuasaan yang tidak setara, sgjaan dengan
beberapastudi yang telah dilakukan oleh pendliti-
pendliti lain di berbagai lokas. Cruz-Torres (2000)
ddam studinyadi Snaloa, Meksko menunjukkan
bagaimana dampak negatif dari konvers mang-
rove dan limbah tambak udang menimbulkan
konflik sosa antara pengusaha dan masyarakat
pedesaan yang dimotori oleh koperas neayan.
Penelitian Vandergeest ¢ a. (1999) di Thaland
memperlihakan perlavanan LSM, kelompok
lingkungan dan petani terhadap peningkatan
budidaya udang Ekspans industri budidaya
udang di di Teluk Fonseca, Honduras Sdaan,
menurut Dewadlt & d. (1996) juga menimbulkan
konflik karena hanya individu dan perusahaan
yang memiliki kekuasaan yang mampu mendapat-
kan akses konses untuk lahan pesisr dan hal
tersebut merampas akses masyaraka miskin ke
sumberdaya. Hasll pendlitian berbedaditunjukkan
oleh Vayda dan Wadters (1999) di Teluk Bas
Negros dan Pulau Banacon, Bohol, Filipina, di
mana pihak yang memiliki moda besar maupun
tidek, secaa bersamasama teah meakukan
resoras dan destruks mangrove di lokas ter-
sebut.

SHan ator-aktor yang terlibat  langsung
daam pengelolaan mangrove, jugaterdapat aktor
lain yaitu TNl AL yang memiliki sebuah pang-
kalan angkatan laut di Teluk Ratai, Kecamatan
Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Pang-
kalan ini secararesmi digunakan sgjak tahun 1997
dan diproyeksikan sebaga pengembangan
Pangkalan TNI AL Wilayah Barat. Wilayahnya
meiputi deerah seluas 2.761 ha yang terdiri dari
perbukitan, sunga, pantai dan pulau. K eberadaan
mangrove banyak ditemui di wilayah pesisrnya
dan digunakan sebaga lokas latihan tempur bagi
prajurit TNI AL. Akses kewenangan yang dimiliki



TNI AL untuk mempertahankan kedaulatan wila-
yahnya, secara tidak langsung membuat keber-
adaan mangrove terjaga dengan bak karenatidak
ada sau pun aktor yang berani mengklam kepe-
milikan lahan dan melakukan konvers di wila
yahnya Kdaupun terjadi konvers, hd ini dilaku-
kan oleh pihak TNI AL untuk kepentingan pem-
buatan sarana dan prasarana pangkalan. Pihak
TNI AL sering bekerjasama dengan berbagai
pihak, seperti perusahaan swasta, BUMN,
universitas, LSM, lembaga pendidikan dan lain-
lain ddam kegiaan pelestarian mangrove di
wilayahnya

VI. KESMPULAN DAN REKOMENDAS

A. Kesimpulan

Perilaku sebagian besar pengusaha yang tidak
ramah lingkungan dengan mengonversi
mangrove dan membuang limbah tambak ke
peraran telah mengakibatkan degradas ekoss-
tem pesisr dan memarginakan masyarakat lokal.
Waaupun kebijakan Pemerintah K abupaten Pesa-
waran telah mengakomodir fungs lindung dari
mangrove, namun implementasinya lebih men-
dukung intengfikes tambak udang Ha ini
terkat dengan mekanisme akses strukturd dan
relasond yang dijalankan pengusaha, yang
memungkinkannya melakukan konvers mang-
rove secaramasif. Mekanisme tersebut jugamam-
pu meredam ggolak sosa yang muncul akibat
kehadiran aktivitas tambak di wilayah tersebut.
Jgaring yang dikembangkan LSM Mitra Bentala,
BPDPM dan masyaakat belum cukup efektif
mendorong Pemerintah Kabupaten Pesawaran
untuk lebih tegas ddam mengimplementasikan
kebijakannya

B. Rekomendasi

K etegasan Pemerintah K abupaten Pesawaran
ddam mengimplementasikan kebijakan yang ter-
kait dengan pengelolaan mangrove secara lestari
depa didorong dengan memberikan tekanan-
tekanan yang lebih kuat melaui jgaring yangtidak
hanyamelibatkan LSM MitraBentala, masyarakat
dan BPDPM, tetapi juga lembagalembaga
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lannya seperti LSV lokd dan nasiond serta
univerdtas lembaga penditian dan lan-lan.
Kekuatan jearing ini diharapkan membuat
Pemerintah K abupaten Pesawaran menjadi lebih
berpihak pada konservas dan kelembagaan loka
pengelolaan mangrove. Implementas kebijakan
yang tegas terutama ddam ketentuan pengen-
dalian pemanfaatan ruang yang meliputi
ketentuan umum peraturan zonad, perijinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta sankg,
a&kan membuat fungs lindung dari mangrove
dapat berjalan dengan bak. Insentif yang
diberikan kepada pemilik lahan untuk tetgp
mempertahankan mangrove di lahan miliknya
sesual peraturan perundang-undangan yang
berlaku menjadi sangat penting karena sebagian
besar mangrove di wilayah tersebut beradadi luar
kawasan hutan negara.

Relas antarapengusahatambak udangdengan
jgaring tersebut dapat dijdin melaui akademis
untuk mengembangkan wawasan pengusaha
menjadi lebih terbuka terhadgp fungs dan
manfaat mangrove. Pengelolaan tambak udang
intensif mau tidak mau harus dilakukan
pengussha secara ramah lingkungan dengan
mempertimbangkan keberadaan mangrove serta
pengelolaan tambak dan limbah yang lebih bak
sehingga lingkungan di sekitar tambak tidak
tercemar dan keberlanjutan usaha tambak udang
serta mata pencaharian masyarakat menjadi
terjamin. Hd tersebut dapat dipadukan dengan
kegiatan tanggung jawvab sosd perusahaan di bi-
danglingkungan.

Inigatif dan partispas yang muncul dari
masyarakat berupa kelembagaan lokd seperti
organisss BPDPM dan Aturan Daerah Per-
lindungan Mangrove di Pulau Pshawang, dapat
dijadikan sdah satu modd pengelolaan sumber
daya dam di tingkat loka. Namun, struktur
organisas kelembagaan loka harus direvis
dengan tidak melibatkan unsur-unsur
pemerintahan desa ddam strukur organisasinya.
Pengurus organisas juga tidak boleh terlibat
ddamkegiatan investor di wilayah tersebut. Ha ini
akan membuat organisasi menjadi lebih
independen dan mampu bertahan dari intervens
aktor lainnyayang memengaruhi politik di tingkat
loka. Kelembagaan lokd tersebut mempunya
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peran penting dalam pembangunan pedessaan
karena dapat memobilisasi dan mengatur
masyarakat untuk melakukan tindakan Kkolektif
daam pengelolaan mangrove secara lestari
sehingga melembagekan praktik-praktik yang
ramah lingkungan.

Konservas mangrove dapat disnergikan
dengan menciptakan peluang dalam peningkatan
dternatif mata pencaharian masyarakat dan pada
akhirnya akan menurunkan tekanan terhadep
mangrove. Kegiatan tersebut dapat memberikan
insentif bag masyaakat setempat sehingga
membangun rasa memiliki dan tanggung javab
masyarakat terhadgp lingkungan. Keberhasilan
kelembagaan lokal dan peningkatan kepasitas
masyarekat ddam pengelolaan sumber daya
mangrove secara lestari sangat membantu
Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam
pembangunan masyarakat pedesaan di wilayah
pesisirnya. Untuk itu diperlukan upaya
berkelanjutan yang dapat dilakukan dengan
mendorong kelembagaan loka, meningkatkan
kapastas masyarakat melalui penyuluhan dan
pdaihan, membangun kesadaran masyaraka
untuk berbudaya ramah lingkungan, peningkatan
saranadan prasaranaumumdan lain-lain.
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